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SEJENGKAL MENJADI SEHASTA: ,39
THR dalam Dinamika Hukum dan Q,E}
Gerakan Buruh Indonesia CD

S
&Qﬁ

- Jafar Suryemenggolo QQ)

The sruggle of man agoingt power i3 the sruggle of memory againg
forgering
{Milan Kundera)

Pengantar

Setiap tshunnyas, menjelang Lebaran, media massa ramai memberitakan aksi
wnjik rasa buruh yang menunit injangan har raya (THR). Umumoya media
menyorot eatang tidak terpenuhinya momitan baruh. Namun, sepuluh rahun

 terakhir ini, sefak meningkatuya jumiah aksi mogok tahun 1990-an, telah
dizadari bahwa buruh berhak memurtut dan menerima THR dan majikannya.
Alan halpys THR ini, mestinya perin diingat pemogokan burb industri
terkemuka di Médan, April tabun 1994 di masa Orde Baru masih berjaya.
Pemppgokan jtu berawal dari tidsk dipenuhinya tunfutan buruh atas THR,
demikian dipaparkan dalam pleidoi Muchiar Pakpahan, ketua Serikat Buroh
Sejahtera Indonesia (SBSI).

"Lnjuk rasa it diawali mogok spontan Jumat, 1§ Marst 1994, Sekitas
7 hu;u]:pn-u.*,-aham di Medan serentak mogoke Tanggal 11 Maret 1994
adalah Tari terakhir bulan puasa, atau satu hari menjelang hari mya ldul
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—— Hukum yang Bargerak —

memmmummmd,mmimmwﬂk
mhmmﬂwmmuﬂmﬁn@%m
menginstruksikan 14 bari menjelang lebaren sudsh barus difeyarian
THR™!

Pemogokan yang terjadi di masa im membuka kesempatan bagl Bund,
unuk menyuarakan tummitannya. Terlebih lagi dengan terbukenya pinzy
alam kebebasan berserikat sejak Juoli 199%_ Burch industri, kini tdak lig
THR.? Selain jm, mwmmmwﬁdm
oleh mereka yang bekerja di selkzor industi, t2pi juga dari berbegal sekor.
Buruh-buroh Perum Pernsshasn Usmm Pepgangimean Pesumpeng Diskans
(PPD) misalnys, sempat melzkmban mogok kerena ketidabmampuen pere-

csshasnnys dalam mememuhi kewajiban bulum oomk memberikes THRE

: —Mmﬂﬁhﬂﬂmwmﬁ'mﬁM'Eaﬁ

mereka, para buruh pedk w=h yang bekerje uomb perkebanen miliv pegers
memperoleh THR scbegei begizn dar kesejabrersan burch yang Desarancyz
sudsh distr dalam Perjaniton Kerjs Bersams (PKB).* Demikianlzh, erils:
behiwa pemberien THR teleh menjedi snem “kebiscaem ™ yans oudab disnggen
hrnrah, den kslan tdak ada, malsh aksn menjadi tidak biass, -
Sehagal suzip “kenesezn”, begeimsns THR éepsl menjad) sehase
imstimsi balor di macyarakar? Bagaimana pula THR dopet kemndien menied]
suam “kebiaseen” yeng wejib bnioumnya? Tolisen berfiont inf dizalendia
sebagai upaya awal menjeladian bagatmema awal-moks kemmncnlss THER dan
perkembangannya, dalen smren bulom di Indonesia. Dj anters negers 4s%
Tenggare, bemya di Indomesia safa dilens] adamys sam boosen kewsiTen
majien atas bureh unmk memberikan mejmeen dalam mersysien berd e
kraszmasn dan terlelib g, keberadeznnyas Im dildmhin daleg =

Sade Paigatas, Bt Miengp et el Pt Forass A Siaiaems, 5906, 5
L =i e ool b2 FTESM Siles Boadifls 1 Clicmier 200
1 B Frogmey, 135 Roresber 2008, 6
L Piry Eotys, 2 Moweier WS .§’
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— Jafar Suryamenggole —

Jahir dan §denya berasal dani situasi kusus di Indonesia.*

Hendak diperlihatkan dalam tulisan ini bahwe THRE yang izlah
merupikan bagian dari kesejahterasn masyarakat Umumnya dan dianggap
sebagai suat hal yang lumrah, sesungguhnya adalah hasil perjuangan serikat
buruh yang dimualai tahun 1950-an. THR vang sudah menjadi kebiasazn di
masyarakat, memperoleh bentuk lembaga sosial sebagai akibal mumbstan
serikat buruh yang dilancarkan secara strategis dalam konteks sosial-paolitik
tertenm dan yang dalam perkembangannya di kemudian hari, memperoleh
heptuk bulum. Bermula dari tuntutan yang sifatnya sejenghal, perjuangan
serikat buruh akan THR ternyata membuahkan sehasta keberhasilan bagi
kesejahteraan masyarakat umum, THE menjadi sat contoh bagaimana hasil
perjuangan serikat burub pada akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat
Juas, dan malah kemudian menjadi skehinsaan” umum, Jadi, THR adalah
suaty hasil ciptaan baru dalam hubungan perburchan, yang dalam proses
perjalanan waki, terlembagakan di dalam masyarakat.

Tulisan ini memandang huloim dalam konteks sejarahnya. Hukum tdak
dilihat sehagai faktor yang independen, otonom, netral dan kaku yang kerap
diibaratkan bagai lang punggung yang menopang tubuh sosial masyarakat,
melainkan meropakan aktor di dalam dan juga hasil pergulatan dari, interaksi
fenomena sosial-politik yang melingkupinya. Pemahaman ini didasarkan
pada kenyataan empirik hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial dan tidak
bergantung pada abstraksi logika yang cenderung ahistorls dan tanpa dasar
realits. Pendelcatan historis atas hukom ini mengandaikan bahwa hulom
adalsh locus dari kekuatan-kebuatan sosial-politik di masyarakat, dan di luar
nilai instrumentalnya dalam membentuk masyarakat yang diammya, hukum
juga membentuk otoritas ates scjarah dalam masyarakat.' Dengan pendekatan
ini, dapat dilihat bagaimana sesungguhnya proses sosial-politik pembentukan
hulkoam dan juga dinamika hulum bekerja dalam masyarakat. Hukum menjadi
“hidup” di dalam dinamika sosial-politik hubungan amtara négara dengan
masyarakat. Secara khusus, tulizan ini meletakkan hukum dalam kKonteks
perkembangan gerakan baruh Indonesia dan interaksinya dengan kekuasaan
negara.? Dengan berpijak pada penelitian arsip dan kepustakaan, tulisan ini

% Padamasa pendodeon Jepiag, dikenal udanys hadizh Lebaran hagi “pegawal negeri® (Kan Pd, oo 16,
mahoen T, boslas 9, 2603, hlm. 30-31) dan jaga pembagian berss ketn bogi * penduduk x1i” dalam
merayakan bari Lebaran (Kart P, 0o 29, ahoen 01, Beoclan 10, 2603, him, 18],

6 Lt Robert Gordom, "Critleal Legal Hstories,” Soargford Eow Reviere 36 (1984); David Segaoman,
Law in Hirtary: Histories of Law and Sociéry (Alersbot: Dammeuth, 1996); Andrew Lewis
Michael Lobban (eds ), Law and Hirory (Oaford; Cuford Universiey Présa, 2004); Mauzo Zam
Luwmifﬂuda:.lﬂﬂrmﬁrmu'rmmrruﬁﬂﬂm (Bealin: Spricmer, J0UEL

7  Penpelidikan yang slseemats akan gejarnh buruh maopun sejerab befum, tecebih | rah
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—— Hukum yang Borgerak —

menyodorkan tafsiran sejarzh akan kentalnya dinamika hulam dan gerakag
buruh Indonesia dalam kootrol politik negara.

Untuk itu, tulisan ini akan dimulai dengan penjabaran mum_ tentang
kondisi hubungan buruh dengan negara pada masa sesudah revolusi kemer.
dekaan (bagian 2) sebagai latar belakang kondisi munculnya tuntutan aka,
THR, dan menonjolnya peran SOBST (Sentral Organisasi Buruh Selupuh
[ﬂd“ﬂﬁﬂiﬂ——ﬂrg&nisasl buruh yang paling besar pada masa itu —dalam
Perjusngan terpenuhinya mntutan akan THR tersebut (bagian 3). Dalam
perkembangannys, dari sebagai sebush mntutan serikat buruh, THR kemudiag
terlembagakan dalam aturan bukum menjadi bagian dari hak ekonomi burgy,
(bagian 4), namun kemudian di dalam pergolakan politik negara, malap
menjadi instrumen kontrol pelitik-ekonomi pemerintah atas gerakan burgh
(bagian 5). Dari apa yang dijsbarkan dalam tulisin ini. akan jelas terliha
bahwa interaksi antara negara dan gerakan buruh sangatlah dominan di dalam
pembentukan dan juga, pelaksanaan aturan hukum.

Situasi Unmm Perburuhan (shon 1950-an

Simasi perburuban ahon 1950-an sesungguhnya sangat kuat berskar pada kop-
disi serikat boruh pada masa revolosi kemerdeksan 1245-1950. Pada masa
1945-1950, ketika negara dzn pemerintahan Indonesia bam molad dibentuk,
serikat buruh sepenuhnya mendokung perjuangan kemerdekaan dengan karakter
nasionalisme. Narmun, serikat bureh tidak meluly folus pada soal politik nepara.
Serikat buruh pada masa 1945-1950 Juga mempunyai agenda perjuangannya
sendiri sccara atonom, yaito memperjiamglan tunhitan sosil-ekonam] bagi
Lesejahteraan anggelanya, yang pada beberapa situasi justy menempatkan
perjuangan hemhb berseherangan dengan Eehijakan pemerintah. Pada masa
revolusi fisik ini, wk jarang serikat burh melancarkan aksi pemogokan, dan
militansi buruh ini menjadi sumber kegelisaban pelitik bagi negara,

thﬂﬂkﬁmmﬂ%mj'ﬂﬁhwﬂkm: :
Evolurion and Political Asehorfty in Tndonesia: Selecped £55mys (The Hagme: Hlemer
Uneak ootk bukum pestamhzn di Amerika Serikat, Lihat: Chriztupher Tomling, =
whom, Recenl "new® hisaries of American labous law and whar they may gty
201 {1593), Christopher Tomlis, “Subordination, Authariy, Law: Suhjecss in

fnrermationel Lager and Working Cless Hirory, 47 (1995, 6
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Bagi negara yang masih goyah secara politik, gejolsk kaum burub
dipandang mepgkhwatirkan dan tak jarang dituding sebaszai melemahkan
perjusngan nasional. Maraknya pemogokan buruh pada masa 1947-1948
mendorong Badan Pekerja—Komite Nasional Indonesia Pusst (BP-KNIP)
yang saat itu berfungsi sebagal “parlemen transisi®, uwomk memima
penjelasan dari pemerinah. Kahinet Hana yang berkussa pada masz i,
telah mencoba meredam gejolak buruh—dengan hasil yang kurang me-
muaskan. Akibamya, pada 22 Mei 1948, Menteri Perburuhan dan Uresan
Sosial, Kusnan, diminta untuk memberikan penjelasan di hadspan BP-ENIP
terkait dengan maraknya pemogoksan boruh pada mass 1947-1948 F Menter
Eusnan menjelaskan bahwa penyebab pemogokan buruh bukenish terkzit
dengan politik, melainkan karena “alasan unmk memperbaiki nasib™. Adz
empat faktor yang dimnjuknya sehagai penyebab pemogokan buruh, yaitu:
persoalan pembagian beras, persoalan upah, tdak suka pada pimpizan, dan
protes atas perlakuan tentara. Keempat faktor penyebab ini, seperti yang
diakni pemerintah, menjadi bukii bahwa serikat buroh pada masa revolos
kemerdekaan fokus pads perjuzngan soslal-ekonomi bagi anggotanya,

Perjuangan sosial-e¥onomi serikat buruh yang sudah dimmlai sejak maca
revolusi kemerdekasn 19435-1950 ini menjadi peletak dasar bagi perjuangan
di masa berfkutmya di ahun 1950-an. Serikat buruh pada masa 1950-2n
memasukkan persoalan sosial-ekonomi dalam perjusngzn mnmiannya sksn
kesejahteraan bumh, lewat berbagal mekanisme. Selsin lews: mekanizme
“Klasik™ demonstrasi dan pemogokan, serikat buruh jugs mepempuh jahur-
jalur hukum dan politk. Bagi pemerintah yang baru saja mulsi membenahi
diri usai revoiusi kemerdekaan 1945-1950, jalur-jalir radiksl dan militan
yang ditempuh serikat buruh inl menjadi tolak-ukur betspa polifisnya
serikat burnh pada masa 1950-an im.® Kondisi inilah yang menjadi sumber
tetegmgand:hminmﬂaihubungauhm-ﬂd:ngﬂnﬂgm,mgmmjadi

.ciri utama politk perburohan masza 1950-an.

B Boaroel, 15 Mei 1348
9  Di maa pomemiotab, kkrainer vams serlisn bunch mln 1550 sdbh pedeluieenys dergm

mupu&mw_dﬂ_ﬂnmnduu;ﬂam: Elzologl beterama weriics brared yang
berpamber pada pothik (filiasi beberaga serfiar bunih pada parmal politk) dan bomys pesgard
serikat osh dalim parlsmen, Fibes: Iiaoder Tedlinferm 1955 The Pofidcd Cheracyr of
the [rcowerion Trode Linor Movermenf (Momograph Series. Téoca: Cormed Ushersiy, 1525)
Iindar Tedjasukmans adalzh mesteri perbemben di maza 19511953, dan pady mees fibememna,
men=rhitean U Brnoet oo, 1671950 yics semtansd pemopokaen Bt
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SODBSI dan Perjuangan Tontutan akan THH

L]

Apa yang menjadi karakterisik dan sifat pemogokan burh pada mas
1950-an ini sesunpprhnya diamati betol oleh pemerintah. Lewsl organ
Pengendalian Aliran Masyarakat (PAM) dalam intelijen kepolisian, Kabinet
Hatta (1948-1950) telah mulaj melakukan pengamatan yang mendalam atas
gerakan serikat burah. Serikat buruh dipandang sebagal satu kekuatan sosial
yang mampi menggoyang kekuasaan polirik negara, dan karenanya, mest
diwaspadai, Dalam kondisi masih rapuhnya politik nasional ini, gerakin
buruh dilibat bermotifkan politik, atau malaly setidaknyz, ditunggungi oleh
kelompok oposisi yang bertjuan menguasai kabinet.”® Oleh karena atu,
pemerintab yang kurang siap dan terkasjut mepghadapi molulan-tanhien
serikat baruh, kerap mengambil langkah-laogkah yang reaksioner. DN tahun
1950, Panglima Penguasa Militer Jawa Timur, misainya, mengelnarkan
larangan pemogokan di deerah Jawa Timur, Walaupun sesungguhnya,
perhatian utama dalam perjuangan serikat buruh adalsh persoalan sosial-
ekonomi buruh anggota—dan ini bisa dibaca darl samu laporan kepolisian
Surabaya yang mencatgt bahwa:

Hingza wakty ini maks perdjuangan burub di Soesabaja dapat dikatzkan
bam menpakan perdjuangun ke dalam sadja, jalzh poojempusnain
organisasi, sedang peanogokand jong telah terdjali di Spemhaja 1t hanja
meTapakan gerakan plaatselijk jang sifstnja incidentse] jalah memedin ke
perhaikan nasib (keoaikan upsh 4.1.L) "

Walau hbersifat lokal, apa yang disampaikan dalam laporan kepolisian
Surabaya itn juga bersesuaian dengan catatan resmi tingkat nasional Femen-
trian Perburuhan akan jumish pemogokan di tahun berfkutnya, Sebagaimana
jelas terlihat dari tabel 1, bahwa perscalin “perbaikan nasih"—dan bukan
dilatarbelakangl politik sebagaimana yang ditakutkan pemeriotah, adalah
penyebah utama pemogokan buruh, dan tunmtan akae THR ("hadiah
Lebaran®) menempati nomor dua setelsh persoalan upah. Jadi, dalam
tuniutan sostal-ekonomi itu, serikat buruh bersatu pado dalam menggalang
keknatan mengenicut pada perjuangan mmiutan akan THR.

1 Lihat: Benedict Acderson, Jeva ind Tims g Retslunien: Oecupaion and Resimaace, T[54
{Tthoca: Comedl University Press, 19920,

11 Surst Mawatan Kexcolslen Hegaca Bagisn PLA M, Togiakacta pd, Pol. 372R/Pam/DEN/" 30 tnggal
13 Bares 1850; Tehilsar Keaduan Berck (i Surahaia), him. 2. Ariip Eepolistan Negora R, 1947
1949, Arsip Nasions] Republik Indonesia.
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Di dalam mqwﬁmnmmnammm SOBST menjadi COFoOg
utarns di antars serikat-serikat buruh leingye, seperti yaog Gilzporkan oleh
senrang pengamal perburuhen pada masa o

.. seperti djuge dengan u,—.mmllpﬂagcé:ﬁ-pmngm::cm 1%L
maks pemogrkan-pemogoisn dalam =k lﬂflzﬂ‘p;ﬁb'uﬂ;ﬂm
berlengiuag di bewsh pimpinan Septrsl Bim SOBSI === pu-fsa.-:a
persatusn buruh nggeuta SOBSL sepert 5. B.FF, SBDA, PEREUM, di
lain-lainnja. @

Eﬂﬂﬁlmgm:hﬂwmymgmﬂmdﬂmmmmHmm@
TPm.BﬁhndslmSngmmﬂnimﬂh—E.MmHﬂﬂ]Em
Jukarta, mﬂﬁlmﬂmr&magﬂ‘pmmmﬁiﬂgﬂmﬁfﬂ
WMMMWW@M.““TWEEM
sehab umumnys THR masih dimgpptﬁnhrthﬂdaumﬂmaml
dengan majikan, Dalsm mepyuaraksn mpmEnays i, SOBS] memyadar
hﬂwamﬁmmﬂmﬂ@aﬂﬂhﬂkﬂamm
heberzpa serikat buruh lzinmys yang setaril-

Kerdje-sama  SOBSI-GSBI dea Serikaiturih? mos-Vekseorrsl dard
mmmnmwﬁm;mhnh;ﬂmmuﬂjmﬁrmmd;ﬂgﬂaﬂmﬂsﬁ
m:mmwﬁmﬁmmp@mw
belum mekiputi seluruh burub pegeri.”

Tunmtan SOBSI akan THR sebesar ssm bulan gafi kowr bukenlsh
tuntutan yang berlebiban, sebab eeomggutmya didaserken pada prakeiv
yang terjadi pada beberapa perusahaan. Ini bisa dilihs: deri sam pEDSEn
mwwmwmmmwj,
mﬂﬂ:’ﬂﬂmrﬂgdﬂﬂmﬁ:mimlmﬂumHm, 16/ 1951 winm
1951 akan mnistan pemberian THR:

1. Imﬂikhuimiumhihngidﬂwtﬂmmm&pl?if

12 BJ.S, Padmasepors, “Gelombang Pemogelom delim plom 1952,° dalem Bochy E(10), 1852, Bz
I

I3 *Pahastabas Kongres Masiceal k= [, SOBST", bim. 6§ (Microfiche Corpel Usiversisy, Moders
14 fbd,, hlm. 7-8.
15 Tinfouss Masaioh Perbunshen, ahea 0, o, HW11E2, 1552, b, 25,
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—— Jafar Suryomenggalo —

dan maximum Bp 650,
2. Jang sudah beristmi LW gadji pokok sclwiban dengan minimum Rp
250 - dan maxinwm Bp 750,-
3. Mereka yang velah bekerdja pada 6 Dijali 1951:
0 - 3 bulan diberikan Y dari jumlah perintjian di atas.
3 = & bulan diberikan % dari jumialy perintjian di atas,
6 = 12 bulan diberikan % dari jumlah perintjian di ats,

Dari sini bisa dilihat bahwa wniwtan akan THER bukan saja diakui, tetapi
juga hahkan prakriknya dibenarkan oleh pegawai pemerantara P-4, Terlebih
lagi, besarannya ditetapkan secara pasti oleh pihak ketiga yang dianggap
neiral dan berwenang dalam menmums perkara - dan bukan lagi hasil
pegosiasi antara pihak buruh dan majikan saja. Memang selain menempah
jalur demonstrasi umum, perjuangan wnmian skan THR yang dilancarkan
serikat buruh juga secara strategis mencmpuh mekanisme formal dalam
pemerantaraan perselisihan perbaruhan, Strategi ini justru membuka peluang
dalam perkembangannya menuju legitimasi bulkum.

Sampai tabon-tabun berikutnya, perjuangan tuntutan akan THR ini

tetap menjadi folos SOBSI. Di mhun 1955, SOBSI masih tetap menyuarakan
tuntutan akan THR:

1. mendesak kepada Pemerniniah untuk mengeluarkan peraturan yang
mewajibkan para pengusaha partikelir unmk membayar unjangan
Hari Raya tahan 1955 kepada kaum buruh,

2. mendesak kepada Pemefintah unmk memberikan mnjangan Hari
Raya kepada segensp kaum buruh negeri, baik kepada pegawai
yang digajl memurus PGP, buruh otonom, pamong desa, pegawai
non-akiif, kaum pensiunan, wenara, dan polisi.

3. menyerukan kepada semua kaum buruh, baik anggota maupun
bukan anggota SOBSI, supaya lebih mémpererat persatuan dan
kerja-sama serta memperhebat- perjuangan untuk berhasiloya
tuntutan tunjangan Hari Raya mhon 1955 dan 2elanjumja. '

Lebih jauh, lewat tunnstan tshon 1955 ini SOBSI mendesak pemerintah agar
THR. diberikan tidak hanya bagi pegawai negeri tetapi juga burah swasta.
Ini karena di tahun 1934 pemerintah mengeluarkan sam amuran eotang THR,
bagi pegawai negeri, sebagaimana akan kita lihat di bawah ini,

16 ~Duleti mh-memﬁHmtiﬁ.HmeMMUMﬂm,
Modemn Indanista Project).
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—— Hukum yang Bargara —

Dari Tuntutan Buruh Menjadi Aturan Hokum

Kerasnya tunbuian serikat buruh akan THR akhimya memperolzh pengakuzn
pemerinizh dengan terlembagzkannya dalam atoran hukum, Pengakuan
pemerintah atas mnmitan serikat buruh zkan THE mempanyai dua makna
simbolis. Perfama, sebagai bukti bahwa tuomtan serikat burvh memiliki
urgensi kepentingan yang perla dipenuhi. Kedia, penyaluran tuntutan serikat
lewat leaibaga hukum menipakan upaya pemerintah dalam meredzm militans]
serikar burull, texlebih lagi ketika yang menvntut adalah pegawal negeri.

Bagaimana funtotan akan THR pada skhimya teslembagak=n dalam
aturan positif Hokun Perburuhan tidak sesta-merta (erpenubi sepertl apa
yang ditantut oleh serlkat buruh. Ini muolal dengan Peraturan Pemeriotah
no. 27 talun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raya kepada Pegawal
Megeri. Peraturan Pemerintzh ini hanya memberikan THR dalam benmk
persekot. Maksudnya, pemerintzh “berkepan” memberikan bantuan THR
yang kemudian hari wajib dibayar kembali.

Bantpan persekot ini diterikan kepada semoa pegawal negeri, hanya
saja didasarkan atas permintaan buroh yang bersanglortan (lihat pasal 1 ayat
1). Besarannya, scbagaimana disehutkan dalam pagal 4, *berjumiah scparuh
penphasilan bersih yang diterima terakhir dalam bulan.” Mercka yang
mengajukan bantan persekot ini pada akhirnya wajib mengembalikannya
dengan cara “dilakukan dalam enam angsuran dengan memOnE gaiji
pegawai yang bersanglutan tiap-tiap bulan, dimulal dengan bulan semdzh
bulan persekot tadi dibayarkan” (lihat pasal & ayat 1). Dhari aturan ini nampak
pemerintah berusaha mengambil jalan tengah dalam mememubi funfitan
serikat burah akan THR, dengan bentuk pemberian persekot. Terlehih lagi,
aturan ind hanya ditgjukan khosos untuk pegawat negerl.,

Pengakpan pemerintah lewat pemberian persekot TIIR hanya bagi
pegawal peperi tidaklah menyurutkan tuntutan barub swasta. Tunfutan akan
THR berlanjur terus. Tuniutan tidak hznya disuarakan dalam aksi demonsirasi,
tetapi juga diketengahkan dengan mengajukan persoalan THE sehagzi bentuk
perselisiban perburuban - dan karena im setelah tahun 1954, banyalk kasus
tunttzn THR sampad di tingkat Pegawai Pemerantsra P-4. Akan tetapi,
apa yang menjadi putusan Pegawai Pemerantara P-4 ini tidak selamanya
diterima oleh pihak buruh. Contolmyd putizan Pegawai Pemerantara P-4
aras kasys tuotutan THR antara Sarbupri (Serikat Burdh Perkebunan BRI}
dan pihak pengusaha ALS dan PPI, yang dinilai tidak adil bagi para buml
perkebunan karena huken saja mengshaikan perjanjian antara pengusaha dan
serikat buruh, tetapd juga “menclak pembagian texiile” sebanyak & meter
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schagai bagian dari tunjangan THR.1?

Walau demikian, perjuangan serikat buruh menuntut THR bagh buruh
swasta lewat falur P4 ini ternyata segi yuridis membuahkan hasil yang
dapat dijadikan patolan umum. Terlebih lagi semenjak 1957, telah dibangun
sistem penyelesaian perselisihan perburhan yang membuka pinm hagi
serikat buruh untuk memperjuangkan perselisihan kepentingan di samping
pergelisihan hak. Iman Soepomo mencatat setidabmya ada dua kasus anbutan
akan THR di lingkat pemerantzrasn yang culup penting untuk dijadikan
rujukan.” Perimna, adalah Pumsan P-4 Pusar nomwer 4/58/04/03/m tanggal
25 Juni 1958 yang memutuskan bahwa telah menjadi kebisssan menjelang
Lebaran kepada boruh-taruh diberikan hadish Lebaran sebesar dua bulan
upah yvang dibavarkan dua kali, Kedua, Pubuzan P-4 Puosat nomor 15758/
[X/03/2 tanggal 2B Juni 1958 yang memutuskan bahwa pemberian THR
telah berlangsung setidaknya sejak tahun 1950, sebesar 13 hari upah dan
dilakukan untak bari raya Idul Fitri dan Imlek. Menurut Tmam Soepomo,
pumsan-pumisan Panitys Pemerantara ini memboktikan hahwa “perigusaha

wajih memben hadiah Lebaran dengan tidak memandang ada atsu fidaknya

kesedinan pengusaha dan Gdzk memandang pula adz atan tidsknya kehizsazn
di perusahasn pengussha. ® Kesimpulan inilah yang menjzdi samunsur dalsm
pengambilan “yurisprudensi® hukum dan yang dikemudian hari menjadi
"kaidah” dasar dalam pelembagaan THE i dalam masyarakat.

Secara yuridis, kesimpulan yang ditarik Imam Soepomo jelas meru-
pakan suam lopcatan pemikiran dalam mendeskripsikan suaty tuntotan unmk
kemudian masuk dalam denia hokum posiof, Tidakan pepgusaha dalam
memberikan THR tidaklah tergantung pada kondist apapun karepa sudab
dianggap sebagal kewajiban hukum vang mest dipenphi. Dalam alam
pikiren demikian, maka THE telih menjadi hak burah, bukan lagi sekadar
tuntatan belaka, 1M 3151 lain zecara politis, mulal dizadan babwa funtutan
sepikat hurth aken THE membula pintu bagi partai politi vang berkuasa
untuk mengakomodasi kepentingan buomb di dalam negogiasi politik negara.
Terlebih lagi ketika arena demokrasi liberal dimoip paksa oleh Soekarno di
m]mu,'mﬂg, nepara—yaitu, kementerian perburuban, menjadi sam-saturya
galuran politic bagl serikat burub dalam menyuarakan kepeatinganmya.
Kementerian perburuban perlu terlibat responsif dalam menghadapi suara
kepentingan serikat buruh, guna membangun dasar legiima: politk.

17 *Berita Orgarisasl Saxbuprd,™ 20 Juli 1955, blm, 1
1B [ﬁnﬁ:ep;hm{l. oy Parlrerion bidory Ancka Putueen (P4) (Takara: Fradoya Paramita, 1504),
Ll 156-161.
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Dalam konteles demikian, tidaklah mengherankan bila kemudian sejak
1959 kementerian perburuhan di bawah pimpinan Ahem Emingpradja yang
nasionalis, mulai aktf membaca situasi perburuhan dan menelurkan szt
aturan yang mengukuhkan keberadaan THR sebagai hak ekonomi buruh,
Lewat Peraturan Menteri Perburuban no. 1/ 1961, THR menjadi hak bagi
buruh swasta yang mempunyai hubungan kerja sekurang-kurangnya 3 bulan
tidak terpums (pasal 1 ayat 1). Secara menyeluruh, hak akan THE tersebnt
diatur penuh dan cukup lengkap dalam afuran baru ini (lihat tabel 2).

Di tahun-tabun berilutoya, ist anran ini dikukubkan kembali lewst
Peraturan Menteri Perburvhan no. 2/ 1962 dan no. 7/1962, dan Peraturan
Menteri Perburuhan Mo. 471963, dan Perauran Menteri Perburiban
0. 12/1964—perbedaan hanya pada jumlah nominal besaran THR tiap
tahunnya. Dan mulai di tahun 1964, diletapkan bahwa pegawai pemenintah
juga berhak mendapatkan THR—melalui Surat Edaran Wakil Perdana
Menteri Tiga Mo, WPM/II/I/G314/63 tertanggal 9 Desember 1963 dan
Surat Kepala Direkiorat Kevangan Negara No. 711 tertanggal 21 Desember
1963. Di tahun 1963, isi yang sama dikukuhkan-melalui Surat Edaran Wakil
Perdana Menteri Tiga no. 25/5 E./1964 tertanggal 12 Desember 1964 dan
Surat Kepala Dircktoret Keuangan Negara terianggal 18 Desember 1964,
Peraturan-peraturan ini merupakan langkah besar dalam perjuangan serikat
buruh, bahwa pada akhirnya THR diakui sebagai hak burah—baik buruh
FWasta mAupun pegawai pemerintah.

Pengukuhan THR sebagai hak buruh dafam instrumen hukum diper-
lukan untuk memberikan dasar legitimasi politik bagi citra negara yaog
mendnkung dan fhkan, menyetujui wonian uruh—terlepas dari kondisi
riil buruknys; i nasional yang sesungguhnoya tidak mampu menjad:

1A gksznaannyd, Dalam akomodasi politik negara, THR t2lsh
iptriuanglan oleh serikat buruh menjadi sust hak, Sebagai suan
diperjuangkan dan kemudian diakui oleh negara, THE menjadi

THR dalam Kontrol Politik-ekonomi Negara

Semenjak terbentuknya pemeringahan Orde Baru thion 1966, akomodasi
politik pegara atas serikat burh secara peclahan mulai berubah seiring dengan
iklim politik yang mengeleminasi elemen-elemen “radikal” yang diangaap
membahayakan stabilitas negara, Walau tidak menambah hal baru ataupun
mengubah substansi aturan lama tabun 1961, Orde Baru di taheao-tabun avwal
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kekuasaannya masih mengakui THR sebagai hak ekonomi bursh di dalam
upayad membangun citra sebagal rezim baru yang melindungi boruh demi
pembangunan kesejahteraan yang dijanjikan. Ini bisa dilihat dan terbimya
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 166/ 1957 yang mengandung substansi
gerupa aturan 1961 (libat tabel 2). Sementara di whun berikutnya, lewag
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 16/ 1968, besaran THR ditetapkan (pasal
1 ayat 3). Ini adalsh upaya untik memberikan kepastian dalam pengukuran
THR sehingpa wuntutan buruh dapat diprediksi dan juga dinetralisasikan
ketika dianggap sudah melebihi batas bukum. Sampai wahun 1968 dapal
dikatakan bahwa THR masih diakui sebagai hak burah. Perubahan kebijakan
perburuhan mulai terjadi secara formal sejak 1969 dengan terbitnya UU
 No.14/1969 tentang Eetentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Ketja
—yang seiring dengan pembentukan serangkaian kebijakan ekonomi dengan
berpilarkan dalil ekonomi kapitalis liberal dalam penataan struktur sosial
masyarakat.® Termasuk di dalamnya restrubmrisasi politik yang dapat
menciptakan kendali atas gerakan buruh, guna pembangunan ekonomi. ™

Dialam konteks kontrol sosial-politik inilah, terbit Surat Menteri Tenaga
Kerja No. 2877/M/1972-1290/DD.I/M/T2 tanggal 27 November 1972,
Dalam Surat tersebut, Menteri Tenaga Kerja, Mobhammad Sadli, seorang
ekonom teknokrat yang pada periode 1963-1972 menjabat sebagai Ketua
Komite Penanaman Modal Asing (KPMA), mempermasalshkan keberadaan
THR yang dianggap dapat membebanksn pengeluaran investor. Sural yang
dindjukcan kepada semua pengusaha di Indonesia i menyarankan diadakannya
" “Pengganti Tenjangan Harl Raya”, Secara esplisit disebutkan bahwa:

... dalam tehum-tahun yang aksm datang tidak akan disdakan lagi
pengaturen oleh Pemerintah (cq. Depastesven Tenaga Kera) tentang
tunjangan hari rays. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam labun-lahun
mendatang para pengusaha tidak diwajibkan oleb Pemerintah untuk
membayar tunjangan hari raya kepada burb-tunshaya.

Oleh karena itn sudsh sewajarmya bilamana dengan dibapuskanmya
tunjangan bari raya ada sesuaty pemberian atan pengganti dari funjangan
tersehut,

1%  Lihaa: mm,mmmmwmﬂﬁ{mmmqw Erananmy
{Lomdca: Freok Cass and Compesy, 1975); Richard Rebisan, Dadonesia; The Rite of Caplial
Eﬁrdmlﬁlhu&lhwiu.lﬂﬂ

0 Lthablacqﬂl.n:lt::.'mmldedTﬂUﬁMhh&m,wmm
M-mmgmwmmmm (RT3, hlm, T6-90; Vedi Hadix
=Hunsh dakam Pezatan Politik Awal Owde Bans®, dalam Prioes, oo T {1996], Elm_ 315,

by
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[seperti:] Memberikan kenaikan upak umu, megmberikan boous tahunan,
memperbaiki syarat-syarat ketja Jainnya yang secara !mgmllg dapat
dirasakan oleh burah, memperbaiki jaminan sosial Is:rﬂ_mnjahmm
buruh, termasuk penigaturan simpanan yang dapat diambil pada waktu-
waktu tertenhy, gabungan dari hal-hal tersebut di atas.

Demikian memarut Surat Menteri Temaga Kerja ini, keberadaan THR bukaniah
lagi sebagai hak ekonomi buruh, melainkan sebagai salah satu hambatan
komparatif dalam menarik imvestasi modal asing untuk TNENEnEE
modaloya di Indomesia. Secara yuridis, kepentingan kaum majikan jelas
menjadi pertimbangan utama dalam perubahan pandangan ini. Kebijakan
industrialiasi berorientasi ekspor (export-oriented industry, EOI) yang dite-
rapkan Orde Baru memang berupaya menganulir hambatan-hambatan tekmis
hulum guna memberi kenudahan berusaha bagl investor asing. Oleh karena
it Surat Menteri Tenaga Kerja ini tidak mengambil bentuk hukum positif
gesuai dalam gusunan urtan perundangan yang berlaku, Dengan mengambil
benmlk surar sitkular yang dimjokan hanya kepada para pengusaha saja
- sehingpa mengatasi prosedur formal perundangan yang tdak sedikit
menghabiskan wakmu dalam prosesnys, Surat Menteri inj dapar secara cfektif
diterapkan di lapangan.

Secara ekopomis, THR sebagai sebagai hak ekonomi buruh yang khas
hanya berlaku di Indonesia, sulit umhik dapat dijelaskan kepada investor
asing yang memerlukan kepastian efisiensi ckonomi dalam menanambkan
modalnya. Oleh karena iw, diambillah beotuk lain sebagai “penggant
THR" yang diangpsp dapat- mempermudah penjelasan dalam kKepastian
berusaha, dan terlebih, mengorangi beban! ongkos ekonomi sebagai salah
satu daya tarik bagi investor asing. Pengusaha bisa dengan mudah berdalih
telah memberikan “pengganti THR"™ schingga tidak merasa perlu memenuhi
kewajiban untuk memberikan bak buruh akan THR. Dengan demikian, buruh
menjadi kehilangan dasar hukum ketika mengajukan tuntutan akan THR.
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Tubel 2
Perbandingan Isi Aturan Hulum tentang THR

Peraturan Ecputusan Keputuwsan Peraturan

Mewpteri Menteri Tenapn | Menterd Tenagn | Menieri Tenaga

Perburuhan no. | Kerja mo. 166/ (Kerjamn, 16/ | Kerfa no. PER-

1/ 1961 1967 1968 - | MENT1994
Diefinisi Lebaran, Lebwran, Matal, | Lebaran, Natal, | [dul Filrd, Naisd,
Hrri Baya | Mawd, Tahug Taliun Earu {pazsl | Tahen Bam Hyepi dan Waisak

Bam {hagian 1apal I} (pasal 1 ayae 1) | (pasal 1 huruf &)

Konsideran) e
Euruh yang | Meneka yaog Mereka vang Mereka yang Mereka yang
berhak mempunyal mEmpuRyai mempanyak MEmpPUAYE masa

huhusgan kerja  |bobwogan kegfa | bubungam kerjn | kerja 3 bulan

seloarang- sekurangs | sekurang- SeCATa TeTus

kurangnya 3 kurangnya 3 buban | kurasgnya 3 meeenas (pasal 1)

bulan tidak tidak 1erputus bulan tidak

serpertus (pasal 1 | (pasal 1 ayat2) | cerpeomus (pasal 1

ayat 1) ayat 2
Buruh Buruh musiman | Banch musiman | Boruk masiman | Barob kootrak
Koolrak yang bubungan  |vang bubwsgan | yang bubungan  § yaog Bubungan

k=rjonya selesai | kerjanva selesal | kerjanym s=l=sai | kejanya herakhir

paling lama 2% | paling lama 25 paling kma 25 |sebelum jeeh

hari sebebam han | hard sebelum ban | hari sebelum b | tempo hari raya,

raya dan sudab | taya dan sudal raya dag pudah | tidak berhak atas

bekerja gelama 2 | bekerja selama 2 | bekerja sclama 2 | THR (pasal 6

musim, berbak | onisiom, berkak musim, beshak | ayat 2)

atas THE joga  |atas THR juga atas THE juga ;

fpasal 2 ayar 1), |d(pasal 5. {pazad 5).

Burah harian Buroh herian

lepas yang Buruh harian Jepe | EFS yang

sclama 3bulan  |ymop selama 3 szhama 3 hulzn

sebelurmya balan sobelummys | #0STIOYA

tedah beleeria | pajnh hekedia telah bekieca

sedikitnya 60 sediklmya 50 sedikitnya 50

hi.l'.-l.- ﬂ'-llil.l.'rl:li'.ﬂl'l. hF[i-. dizsmakean ]]3.['.. disamaksm

dengan burih  |dengan burub | 2E0EAR "“”Ew :

yang memputtyal |yone mempunyai | FA0E EEMpLIYAL

bubangan ket | hugungan kerja | BSbUEZAD keca

selama 3 Belan | gppama 3 bulan  [502ma 3 bulan

fidak terputus | ok terputes | ek terputus

(pstel 4 ayat 3). | passd 4). {pasal 4}

m
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Besaran Hasil Hasil musyawarah | Saro bulan gaji | Yang memponys
musyawarah 2 |2 pihak, sehanyak- | berupa nang masa kerja 12
pihak, dengan | banyaknya (pasal | ayat 3) | bulan secara
kesentn Gdak | sebesar satu IErUS Menenag
boleh kurang dari | bulan gaji bruto atau lebih $ebesar
Rp. 200,- (pasal |dan sekurang- 1 bulan upzh.

3 ayar 1), kurangmya Bp. Yang mempanysi
150,- (paszl 1 ayst masa kerja 3
3). bulan secara
Hmr ila [ETLES [DERETs
bulan gaji buto, diberikan secara
tetaplah s3h (pasal praporsaoaal
dengan masa
kerja. (pasal 3)
Apabila nilai THR
memumt KRR
atau Peraniran
Peruszhaan lehih
bezsar, tetaplah sab
3 ayat
Batas Wakng Selambat- Selamhas- Selambat- mﬂ 2
minggs scbelum | minggu sebelum | mingen sebelurn | sebehum barf raya
hari raya {pasal | bari raya i hard raya im {pasal 4 myar %)
L berlangsang (pasal | berlangaumg
e n (pasal 7)

&I‘Iﬂ};mm DHJ.E.I Dengan Deagan Deagan
Perteojuan persetuuan persensjuan persamjuan
ol busuh, seluruhaya | turub, pekeria, dapas
:Hum]:ma_ atan sebigain selurohmya sebagian dalam
&l sehagain | dapat berupa atas sebagain | bemmk lain,
-ﬂ.ﬂ]ﬂ[h‘n‘;ﬂ haban-hahag dapat b!'l'l.l.pa i li
tahan-bahan atau barang- keras, gbat- =

" | atan barang- barang xsellan atau g ohatas dteg hehan
barang asal baban-baban atsn | barang asalkan obat-gbatan,
barang-barang Fu Iermasak barang-harsng tidsk bolch
i termasak keburnban pokok | it termasnk melebii 25%
kebutusban bagl buruh dan | kebumhan pokok |dari mital THE
hagl b e 1F e 1) keluarganys | diserima {pasal 5)
beluarganya (pazal 2 ayat 1)

{pasal 3 ayst 2)

e
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Rila Tubungan kerja | Hobumgan kerja | ilubngan e
nusahaan | dengan penguaaha | dengan pengusaka | ke deogoy,
ah  |lamaz dan dengan | lsma dengan prnglsabs
Lsngan pemgunafa bary | pengusaba baru | luma dengs
dianggsp ek dianggep tidak | pengussha baru
serputus (pasal 4 | lerpetus (pasal 3 | dianggap tidlek
ayal 2), ayat 3). terputus (pasal 3
apat 3). : _
Penpawasan | Tidak diseur Diireknar Direkiur Pepawai Fengawas
fendral Unusan | Jendral Upusan | Ketemagakerjaan
Perfindungan dan | Perlindungan fpasal ¥}
Perawatan Tenaga |dan Perawatan
Kerja (pasal 8) | Tenaga Kerja
fpasal 8)
Samksi atas | Tidak diasur Tidak diatur- Tadak distur Senmi dengan
Pelangparan ' 17 UY
m. 14f 1969 (pasal
&)
Penpecuslian Tidak diarar Tidak diasur Tidzk distur Permguszha yang
(dispensasi) karena kondisi
perusahasnnya
tidak rmampu
membayar THR
dapar mengajukan
parmohonan
penyimpangan
THE. (pasal T}

Semenjak terbitoya Surat Menteri 1972 tersebut, praktis keberadaan THR
" gebagal hak ekonomi burch menjadi sulit dalam pelaksanaannya, walan
sesunggubnys Keputusan Menteri Tenaga Kerja no. 16/ 1968 tidak pernah
dicsbut dalam atoran hukum positif. Pepelusuran melaloi media massa
sepanjang tabun 1970-an, tidak menemukin adanya liputan akan pemenuhan
pelaksanaan THR mavpun mniutan buruh terhadapnya, Hal ini sejalan dengan
semakin ketatnya kendali pemerintah atas serikat burub selama kurun waki
20 tahun eelanjutnya sehingga pengajuan tuntutan dan demonsirasi buruh
menjadi hal yang mustahil. Sebagal akibatmya, keberadaan THR sebagai hak
ekonomi buruh menjadi kabur,

Walau demikian, gerakan buruh lidak sepenuhnya mefupakan apa yang
sudah diperjuangkannya, Kebijakan industrialisasi yang dijalankan Orde
Baru telah melahirkan kaum buruh yang secara perlahan membentuk identitas
diri sebagai kelas proletar yang mulai berani menyuarakan tuntulan-tunfutan
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ekonominya di luar institusi kendali negara.*' Dalam kondisi inilah, dapat
dipahami sepanjang tahun 1989 hingga 1993 telah terjadi lonjakan angka
pemogokan, yang kemudian memuncak di talun 1994 - bahkan sekalipun
dalam catatan gesmi pemérintah. Pemogokan di tahun 199"_1 didominasi oleh
minfitan ekonomi, dan persoalan tenlang THE menduduki penyebab kedua
demoastrasi/mogok buruh sesudah funfitan akan upah (likat tabel 3} -serups
dengan apa yang sebelumnya terj : di tahun 1951-1952 (lihat tabel 1),

" Meningkamnya jumlsh pemogokan buruh ini tidak terlepas dari
pengamatan pemerintah. Maret 1994, beberapa saal sebelum hari raya
lebaran, diberitakan bahwa pemerintah “sedang mempelajari masalah
[pemogokan] ini, sehingga setiap tahun tidak perlu lagi terjadi unjuk rasa
yang memnmt THR".® Meateri Tenaga Kerja, Abdul Latif, mengambil
kebijakan perburuban yang berusaha meredam gejolak funtutan buruh
dengan melooggarkan beberapa kendali politis atas gerakan buruh. Setelsh
menyaksikan lonjakin pemogokan mnmutan baruh akan THR di bolan
Fehruari dan Maret 1994, yang ditandai dengan pemogokan burub di Medan
yang diorganisasi oleh SBSI, maka di bulan April 1994 terbit Peraturan
Menteri Tenaga Kérja no. PER-04/MEN/ 1994 tentang Tunjangan Hari Raya
Keapamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Tahel 3
Rincian Pemogokan Pekerja tahun 1994 Berdasarkan Masalahnya

Falaor Tan. [Peb. {Mar. [Apr. [Mei [Fun. {Jul. |Agr |Spt. {Ofkt, Meop, |Jumlah
Pemyebak

A Nommarif:

Upsh Minimm |50 |26 i1 je I3 j1 12 |- 11 |- o
Upah Leenbur {10 18 |- 5 |3 |2 i |- i |- 31
Cuiil Haid 5 |5 2 13 1 Jr i i |2 (21
Cuti Hamil 4 |5 |- - 1 1 - |- . . 11
Cudd Tahoman |5 |6 (] 1 |- f= |- |- 1 1 |15
Jamsostek! 707 3 4 12 | 11 |- |12 1 18
ASTEK '

PREKE 3 |3 3 = f- - |2 J1 J- 4 9
Keslamaesn |1 §- |- - - = |- 12 F |- 3 3
Kerja

Lain-Ezin L L - = = |+ I - |1 - 1

25 Lihae: Viedi Hadiz, Wovkerr and the Siate im Mew Oirder frdomesio (Loodon! New York: Routledge,
1557},
23 ferdrka, 11 Maret 1934
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Sempat disebarluaskan bahwa pengaturan THE fni “dideteri oleh pﬂﬁz:_ia.a
pemerintah kepada lenaga kerja Indonssia yang umumnys berpenghanian
rendah.”® Jadi dalam tataran ini, THR sesunggubmys Belum diakdd
sebagal hak buruh melainkan hanya dianggap sehagal instremen kehiaias
sosial negara. Selama 20 tahun ini keberadaan THR schagai hak m;:sr.i_
buruh memang menjadi kabur dan tuntutan akan THE di&nggﬁp. st gai
tuntutan kepentingan—bukan disnggap sehagal tuntuten normetif fLL.h:a_:: ?:,-.!a
pengelompokan jenis tuntutan dalam Tabel 3). Tacli, Peraturan 1994 ini m‘.z:c

bermaksud hendak mengakul kembali keberadaan THE sebagai hak burd,
* melainkan hanya sebapai bentuk “perhatian pemerintah”. Lewst peraturan
ini, permerintah Orde Baru hendak membangun citra sefagal negars jaig
melindungi buruh “yang umumnya berpenghasilan rtraiah"—ﬁ:.:a tidalk ;d':{[i
tahap pengakuan akan hak ekonominya, dengan menggunakan THE sehegai
' alat kampanye untuk meredam gejolak tuaruh, _

Komponen pengaturan Peraturan 1994 ini memyeruped alrEn-&ITEn
sebelumnya (lihat tabel 2) dengan perbedaan wbm_mj pm:la dua __I\.a!_
yaitu: hak buruh kontrak atas THR dan, pengecualian dari kewajiban
pemberian THR. Dua substansi il imi dapat dijedikan mk;i' ukur weherape
serjus perhatian pemerintah sesungguhmya atas mtiTEFE:i Yang ooRumiye
berpenghasilan rendah®, Klausul tentang pengecualian hak buruh konirek
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e Hubetsmt yang Borgpeiak

vang habis masa konteakaya sebelum jatuh tempi linel raya nkan THI,
mempakan peagannn yang sejulan dengan pencipann burab purah yang
dimulai dengan techitnyn Pernturan Mentert Tenaga Kerja RE No. R
Men/ 1993 tentang Kesepakatan Kerja Wali Certenu, yang melegalkin
badirmya burh kondrak, ' Dengan meluagkan pengguei Jwruh Eondrak,
miaka seorang pengusah bisa menekin ongkns burd h—baik darl upabmyn dan
juea, dari tiadanya hak s THR, Sementuca, kinusol lentang pr:nt;ﬂ:llll”un
dari kewajiban pemberian THR adalah kliusul pembehat yang diciptakan
pemerintal dalam membettkan kemusdahan bagh pengusahn untitk f"l'-lﬂ.!'“"
kewajiban dari pemermban hak burul akin THR, Jadi jauh dari tjuan
"perhatian pemerintah ", kedua klapsul ini sesunggubnyn telid mengikat dan
membatasi pelaksaopan THR, Dalam konteks demikian, dapat {Ffm:ngmti
kekecewnan gerkan buruh yang kemudian berujung padn. meningkathyn
angka pemogokan tntuian atas THR.
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Sumiber: Jakarta Post, 20 Maret 1997

(Meparik unmk dipernatikan, bahwa di balike tuntutan buruh akan THHR
adalah desakan para istri dan anak yang tidak tercukupi kehutuban hiduprny:s

34 Klausul peogecuslian il Kinl kerap dipergmakan oleh pengisaka uniek fdak merckrul bagrali
kanirak sebebam dan maenfelang Lebarni, usndk encrgieinearl pembayaran THIE {lihal Ksmpar, ]
Mavember 2000),
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—berbeda dengan tudingan pemerintah Orde Bam bahwa mnmtan burah
sdalah atas dorongan “aktor intelekhal™)

EEE. [ 4

Tulisan ini telah memperiihatkan bagaimana awal dan perkembangan THRE
dalam dinamika hubungan perburuban Indonesia. THR yang dimulai sehagai
mnfutan buruh pada tabun 1950 setelah perjuangan panjang melalul aksi
mogok dan teknis hukum, berhasil menjadi norma hulum positif pada awal
tahun 1960-an. Di dalam konteks perpulatan politis masa jtu, THR adalah
bagian dari upaya pemerintah guna meredam militansi gerakan bureh dengan
mengakuinya sebagai hak ekonomi buruh,

Dalam perjalanan sejarah kondisi sosial-politik negara selamjutnya,
THE menjadi bagian dari kendali pemerintah Orde Baru atas gerakan buruh.
Keberadaannya sebagai hak buruh dikaburkan, dan babken dijadikan tali
kekang yang dapat dikencang-kendurkan sesuai dengan kepentingan stabilitas
ekonomi-politik negara. Dalam dinamika pegara dan gerakan buruh imu,
terlihat bahwa aturan hukum telah menjadi instrume dipergunakan oleh
pemnerintab—apa pun rezimaya, baik Orde Orde Baru - dalam
menghadapi gejolak mntutan bureh. Fungsi yang instrumentalis ini
terjadi dalam arena interaksi antara ne masyarakat yang diamroya
—yang dalam hal ini adalah, atiran THR dibenuk dan bekerja
dalam dinamika kentrol negara buruh. Aturan hekum tidaklah

. membatu-belm dalam perjal ; . melainkan sangat bergantang pada
dan dipengaruhi oleh kondis dedial-politik yang melingkupinya. Dalam
konteks demikian, dipahami bahwa walan berada dalam
kontrol sosial-politis Orde Bamu, gerakan burub tidak begim
saja melupakan apa yang telah menjadi hasil dari pecjuangannya akan THR,
dan ini menjadi sumber ingatan kolektif masyarakat yang di kemudian hari
terlembagakan sebagai kebiasaan.
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